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SEMA 2/2023 Kini Jadi Dilema

MA menegaskan SEMA untuk memberi kepastian dan kesatuan penerapan
hukum terkait permohonan pencatatan perkawinan antarumat beda agama.

Deseian NurHioavar
despionigmedioindanesio.com

ANGKAH Mahkamah Agung
menerbitkan aturan tentang la-
TANgAN pencatatan perkawinan
beda agama menjadi sorotan,
Aturan itu diterbitkan melalui Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No
mor 22023 tentang Petunjuk bagi llakim
dalom Mengadili Perkara Permohonan
Pencatatan Perkawinan Antarumat yang
Berbeda Agama dan Kepercayaan.

SEMA ditandatangani oleh Ketua
MA Muhammad Syarifuddin pada Se-
nin (177) dan ditujukan hagi ketua
pengadilan ingkat banding dan ketua
pengadilan tingkat pertama di seluruh
Indonesta, Syarifuddin mewa]ibkan ha
kim berpedoman pada ketenluan bahwa
perkawinan yang sah falah perkawinan
yang dilakukan menumt hukum agama
dan kepercayaan masing-masing, Menu-
rutnya, it sesuaidengan Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 8 huruf { UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

Direkrur Riset Setara Institwe Halll
1lasan menyayangkan keluarnya SLMA.
Dia mengatakan SEMA merupakan
kemunduran dan menutup ruang hagi
progresivitas dunia peradilan dalam
menjamin hak warga negara dari latar
helakang yang beraneka ragam, “SEMA
akan semakin menegaskan stigmalizasi

sostal bagl pasangan berbeda agama
vang dalam cara pandang konservatf
sering dipersoalkan,” ungkapnya, ke-
MMArIn.

Halil menambahkan, hal yang lehih
serius lagi, SEMA tidak kompatibel de-
ngan bangunan negara Pancasila yang
berciri utama kebinekaan.

Sementara o, Kadek Dwi Budi Utama,
27, mengaku menjadi sulit menggelar
pernikahan dengan pasangannya,
Nabila, yang herheda agama. Menurut
dia, SEMA membuat nikah beda agama
menjadi mustahil.

“Adanya kepurusan ini dipersulit lagi,

makaoption selanjutnya kan ke luar ne
gerd dan ternyata syarat-syaratnya juga
ribetlagl, jadi seakan-akan dibuat sulit,”
kata Kadek.

Disisilain, juru hicara MA Suharto me-
negaskan SEMA diterhitkan untuk mem-
heri kepastian dan kesatuan penerapan
hukum terkait permohonan pencatatan
perkawinan antirumat beda agama. la
menyinggung Pasal 32 UU Nomor /2009
mengenad MA yang menjelaskan fungsi
MA, yaitu melakukan PENEAWASAD
tertinggi terhadap penyelenggaraan
peradilan. MA juga erwenang meminta
keterangan tentang halyang bersanghut-

Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dasar Hukum

Undang-Undang Momar 1 Tahun 1874
lantang Perkawinan Pasal 2 ayal (1) dan
Pasal 8 huruf {.

Ketentuan Penerapan Hukum

Beda Agama Menurut MA
{Surat Edaran Mahamah AgungySEMA Nor

* Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang
dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya.

* Parkawinan dilarang antara dua orang yang
mempunyal hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang beriaky, diarang
kawin,

* Pangadilan lidak mengabulkan permohonan
pencalalan perkawinan amara umat beragama
yang berbeda agama dan kepercayaan,

Tujuan Penerbitan SEMA
Membarikan kepastian dan kesatuan
penarapan hukum dalam mengacili
pemmohonan pencatatan perkawinan
anlarumal yang berbeda agama dan
keparcayaan.

Beberapa pengadilan negeri
yang telah mengabulkan

permahonan perkawinan

* PN Jakarta Pusat
* PN Surabaya
* PN Jakarta Selatan
+ PN Tangerang

* PN Yogyakeria
Euizar, WA Libang M1

an dengan teknis peradilan,

Terpisah, Direktur Jenderal Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil atau
Dukeapil Kementerian Dalam Negeri
Teguh Satyabudimenegaskan pihaknya
tidak akan mencatat perkawinan heda
agama sepanjang Udak dikabulkan
dan tidak ditetapkan oleh pengadilan.
Menurumya, Pasal 35 huruf a UU Nomor
23j2006 tentang Administrasi Kepen-
dudukan telah mengatur perkawinan
yang ditetapkan nleh pengadilan ialah
perkawinan yang dilakukan eleh antar-
umat heda agama.

Apresiasi

Aprestast atas keluarnya SEMA di
sampaikan antara lain oleh Wakil Ketua
MER Hidayat Nur Wahid dan Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MU1) Bidang
Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, “SEMA
haruz menjadi pedoman hersama di
lingkungan peradilan, bahwa MA sudah
menegaskan hahwa perkawinan yang
sah falah perkawinan vang dilakukan
menurut hukum setiap agama dan ke-
percayaannya” ujar Hidayat,

“Penerhitan SEMA ini sangat tepat
untuk memberikan kepastian hukum
falam perkawinan dan upaya menutp
celah bagi pelaku perkawinan antar
Agama yang selama ini hermain-main
dan berusaha mengakali hukum,” tam-
hah Niam. (lam/AnbiX-6)
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